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PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR 2 TAHUN 2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP.06 TAHUN 2012 TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) DI 
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA  BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : a.  bahwa Pedoman Penyusunan Standard Operating 
Prosedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012; 

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012, maka perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 
KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standard Operating Prosedures (SOP) di Lingkungan 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5038);    

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;    

4. Peraturan Kepala Badan  Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor  KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 Pedoman 
Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi 
Pemerintahan;  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP) di 
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.06 TAHUN 
2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD 
OPERATING PROSEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN 
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP) di Lingkungan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 916) diubah sebagai berikut: 
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1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6A 
Unit Pelaksana teknis (UPT) dapat menetapkan SOP mekanisme kerja 
di lingkungan masing-masing. 

2. Menambahkan Format SOP Administrasi Pemerintahan pada Bab II 
Jenis dan Format dalam Lampiran sehingga seluruhnya berbunyi 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Badan ini. 

Pasal II 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2013 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 
 
SRI WORO B. HARIJONO 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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